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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerjas Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu adanya aturan
pelaksanaan;

b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris,
Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, periu
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘l'ahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Nomor 244, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontaio {Lembaran Daeran
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN

FUNGSI  DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI
GORONTALO.

BAB 1|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintan oleh Pemerintahan Daeran dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se’
luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesatuan 7
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Up~

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Gorontalo.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan
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mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adailan peiimpahan wewenang Pemeriniahan oien
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah

\0

dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.

10. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah
menurut Peraturan Perundang-undangan.

11. Perikanan Tangkap adalah rangkaian kegiatan usaha
penangkapan ikan di laut dan perairan umum, mulai dari proses
produksi sampai ke tempat pendaratan hasil.

12. Pembenihan adalah kegiatan proses produksi benih ikan/biota
air lainnya yang dimulai dari induk sampai menghasilkan benih.

13.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB 1I
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2
Dinas mempunyal tugas melaksanakan kewenangan otonomi
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan

dekonsentrasi dibidang perikanan dan keiauian.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan tingkat
Provinsi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) sektor perikanan dan kelautan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam
bidang perikanan dan kelautan;

c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha
perikanan dan kelautan;
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Pasal 53

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 54

(1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya berrtanggungjawab kepada Kepala Dinas

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta tugas dan

fungsinya dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 24 Desember 2014
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

NIP. 19700115 199803 1 011

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR g7,
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